BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4723);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3347);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19),

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020
(Berita Negara Republikl ndonesia Tahun 2020 Nomor
587);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES /382 /2020 tentang Protokol
Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas
Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2020
tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2020 Nomor 41/E).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN
2020 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal |

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 Nomor 41/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 58 Diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab atau tempat
dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal
15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal
33, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42,
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Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 51 dikenakan
sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan
dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 berupa :

a. bagi perorangan :
1. teguran lisan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam
2. teguran tertulis selama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam; dan/atau
3. kerja sosial berupa membersihkan sarana
fasilitas umum  dengan menggunakan
perlengkapan kerja.
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
1. teguran lisan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam;
2. teguran tertulis selama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empatj jam;
3. penghentian sementara operasional usaha;
4. pencabutan ijin usaha.

(3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja.

(4) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Pemerintah
Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan.

2. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 59

Penegakan atas Protokol Kesehatan diluar ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

3. Ketentuan Pasal 60 Dihapus.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
ada tanggal 19 AUG 2020
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Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 19 AUG 2070
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR B7/E



